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Garis Besar PBJP
Perencanaan Persiapan Pelaksanaan

Identifikasi Kebutuhan

(mulai)

Penetapan Barang/Jasa

Cara

Jadwal

Anggaran Pengadaan
Barang/Jasa

Persiapan Swakelola

Penetapan sasaran

Penyelenggara Swakelola

Rencana Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

RAB

Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Menetapkan HPS

Menetapkan rancangan Kontrak

Menetapkan spesifikasi teknis/KAK

Menetapkan uang muka, jaminan 
uang muka, jaminan pelaksanaan, 
jaminan pemeliharaan,sertifikat 
garansi dan/atau penyesuaian 

harga

Pelaksanaan PBJ melalui 
Swakelola

Pelaksanaan Swakelola
Tipe (I, II, III, IV)

Pembayaran Swakelola

Pengawasan dan
Pertanggungjawaban

Pelaksanaan PBJ melalui
Penyedia

Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan kontrak

Serah Terima Hasil Pekerjaan
(Selesai)
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Perencanaan Pengadaan
terdiri atas: Perencanaan

PBJ melalui Swakelola
dan/atau Penyedia

Pokja Pemilihan: persiapan pemilihan

P
P

K



SPSE SiRUP

E-katalog SiKaP

Sistem PBJ
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Tipe Swakelola
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Tipe I
Direncanakan,
dilaksanakan & 

diawasi oleh
K/L/ Daerah
Penanggung 

Jawab 
Anggaran

Tipe II
Direncanakan & 

diawasi oleh 
K/L Perangkat 

Daerah 
Penanggung 

Jawab 
Anggaran & 

dilaksanakan 
oleh 

K/L/Daerah
Pelaksana 
Swakelola

Tipe III
Direncanakan & 

diawasi oleh 
K/L/Perangkat 

Daerah
Penanggung 

Jawab 
Anggaran & 

dilaksanakan
oleh

Organisasi 
Kemasyara-
katan/LSM

Tipe IV
Direncanakan 

K/L/PD Penanggung 
Jawab dan/atau 

berdasarkan usulan 
pokmas & 

dilaksanakan serta 
diawasi oleh 
Kelompok 

Masyarakat 
pelaksana



Katalog Elektronik

Katalog Elektronik 
Nasional

Katalog Elektronik 
Sektoral

Katalog Elektronik 
Lokal

Kementerian/ Lembaga

Pemerintah Daerah

disusun dan dikelola 

Pasal 72 ayat 1 12

B / PK / JL

B / PK / JL

B / PK (umum & Comcat / JL

Peraturan LKPP Nomor  11 Tahun 2018 Pasal 4



6

Trend Bisnis E-commerce Dunia

Classified media tidak termasuk kedalam Toko Daring
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Bisnis E-commerce Indonesia

Classified media tidak termasuk kedalam Toko Daring
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Pemilihan Penyedia

Pasal 38, 41, 70 (2)

E-Purcashing
Melalui 

E-Katalog

Pemilihan Penyedia

E-Tendering 
melalui 

SPSE 

B/PK/JL
a. Pengadaan 

Langsung
b. Penunjukan

Langsung
c. Tender Cepat;
d. Tender

JK
a. Seleksi
b. Pengadaan 

Langsung
c. Penunjukan 

Langsung

K/L/Pemda Penyedia

B/PK/JL:
Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lain
JK : Jasa Konsultansi



Metode Pemilihan B/PK/JL

Tender

Penunjukan
Langsung

Pelelangan
Sederhana

E-Purchasing

Tender Cepat

❖ Keadaan Tertentu

❖ Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya

❖ Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci
❖ Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP

❖Nilai s.d 200 Juta

❖ Katalog elektronik

▪ konferensi mendadak
▪ bersifat rahasia
▪ Pertahanan negara
▪ Satu kesatuan konstruksi
▪ Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
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Pengadaan Langsung

▪ Benih dan Pupuk
▪ Sarpas utk masyarakat tdk mampu
▪ Hak Paten
▪ Tender ulang gagal

Pasal  38



Metode Pemilihan - Jasa Konsultansi

Pengadaan Langsung

Penunjukan
Langsung

❖Keadaan Tertentu

❖≤ 100 juta

▪ 1 pelaku usaha yang mampu
▪ Pemegang hak cipta
▪ Konsultan hukum  yang segera dan 

tidak bisa ditunda
▪ Repeat order (maks 2 kali)
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❖> 100 juta

Pasal  41

Seleksi



Metode Evaluasi 
Penawaran Penyedia B/PK/JL

3. Harga 
Terendah

1. Sistem 
Nilai

2. Penilaian 
BSUE

(Biaya Selama Umur 
Ekonomis)

• Harga menjadi dasar penetapan pemenang
diantara penawaran yang memenuhi
persyaratan teknis

• memperhitungkan penilaian teknis dan harga

• memperhitungkan faktor umur ekonomis,
harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan,
dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi
tertentu.

11Pasal  39



Metode Evaluasi Penawaran 
Jasa Konsultansi

12Pasal  42

Kualitas &
Biaya Kualitas

Pagu 
Anggaran

Biaya 
Terendah



Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Kriteria Penggunaan

Tata Cara Pelaksanaan

13

• B/PK/JL yang 
menggunakan 
metode evaluasi 
harga terendah

• JK dengan metode 
pengadaan langsung 
dan penunjukkan 
langsung

B/PK/JL :
• Spesifikasi belum bisa 

ditentukan dengan pasti
• Berbagai alternatif 

teknologi
• Dimungkinkan perubahan 

spesifikasi
• Penyetaraan teknis

• B/PK/JL yang 
memerlukan 
penilaian teknis 
terlebih dahulu

• JK dengan metode 
seleksi

1 File 2 File 2 Tahap

Pasal  40 & 43
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Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

1. Pembelian/pembayaran menggunakan bukti
pembelian dan kuitansi.

2. Permintaan penawaran yang disertai
dengan klarifikasi serta negosiasi teknis
dan harga  yang menggunakan SPK

Pengadaan Langsung

Pasal 50 ayat 7 



15

Tender Cepat

Pelaksanaan Tender Cepat:

• Peserta sudah terkualifikasi dalam SIKaP
• Peserta hanya memasukkan penawaran harga
• Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi
• Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah
• Dapat menggunakan E-reverse Auction

Pasal 50 ayat 4 & 11



16

E-reverse Auction

Pasal 50 ayat 11

• Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode 
penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction) 

• dapat digunakan untuk:
– Tender Cepat
– E-purchasing
– Tindak lanjut tender yang hanya 2 penawaran yang 

lulus evaluasi teknis
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Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi Prakualifikasi terdiri dari:
Tahap Prakualifikasi Tender/Seleksi

1. Pelaksanaan Prakualifikasi
a. Pengumuman Prakualifikasi
b. Pendaftaran dan 

pengunduhan Dokumen 
kualifikasi

c. Pemberian Penjelasan 
(apabila diperlukan)

d. Penyampaian Dokumen 
Prakualifikasi

e. Evaluasi Prakualifikasi
f. Penetapan dan Pengumuman 

Hasil Prakualifikasi
g. Masa Sanggah Kualifikasi

2. Undangan
3. Pendaftaran dan pengambilan 

Dokumen Tender/Seleksi
4. Pemberian Penjelasan 
5. Penyampaian Dokumen 

Penawaran
6. Evaluasi Dokumen Penawaran
7. Penetapan dan pengumuman 

Pemenang
8. Sanggah
9. Sanggah Banding (khusus

Pekerjaan Konstruksi)

Pemilihan melalui Tender/Seleksi 

Pasal 50
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Tahap Pascakualifikasi

1. Pengumuman dan/atau Undangan
2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan
3. Pemberian Penjelasan
4. Penyampaian Dokumen Penawaran
5. Evaluasi Dokumen Penawaran
6. Pembuktian pasca kualifikasi
7. Penetapan dan pengumuman Pemenang
8. Sanggah
9. Sanggah Banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi)

Pemilihan melalui Tender/Seleksi 

Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi Pascakualifikasi terdiri dari:

Pasal 50
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Contoh Alokasi Waktu Jadwal Prakualifikasi
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Contoh Alokasi Waktu Jadwal Pascakualifikasi



Pola korupsi dan pelanggaran lain

• Arisan 
• HPS dihitung terlalu tinggi (konstruksi ongkos riil 60%-70%).
• Pinjam bendera
• Daftar hitam
• Project tidak selesai
• Mengurangi kualitas
• Pemaketan proyek dan spek yang mengarah pada kontraktor dan 

perusahaan tertentu.
• Konflik kepentingan – menggunakan beberapa perusahaan untuk tender.



Tugas kelompok

• Melakukan monitoring pengadaan di masing-masing area (Kota Banda 
Aceh, Kab. Jember, dan Kab. Kupang)
• Monitoring bisa dimulai dengan mendeteksi PBJ yang beresiko tinggi dari 

OpenTender, atau
• Mengumpulkan informasi tender bermasalah dari liputan media massa dan 

komplain warga.
• Cari satu kasus, lalu analisis di mana kesalahan atau pelanggaran prosedur 

tender.
• Mencari relasi antara bisnis dan politik, adakah keterkaitan antara 

kontraktor dengan anggota DPRD, tim sukses atau keluarga Kepala Daerah?


